Menimbang :

Mengingat :

SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVNSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2 / 132 /404.101.2/B/2026

TENTANG

DAFTAR DATA DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia maka perlu menetapkan Daftar Data
Daerah;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Daftar Data Daerah Tahun
2026.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 );

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang

Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3683);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);




10.

Menetapkan :

: Menetapkan Daftar Data Daerah Tahun 2026 dengan daftar data
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun

2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1447);

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002).

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 172 Tahun 2021 tentang Satu
Data Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

. Daftar Data Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU Merupakan acuan dalam penyelenggaraan
Satu Data Indonesia Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

. Daftar Data Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU diinput melalui aplikasi sSiDARENBANG dan di
gunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan pengendalian pembangunan Kabupaten Ngawi.




KEEMPAT : Penginputan melalui aplikasi siDARENBANG sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan
mengacu pada pedoman pembuatan kode induk daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi
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LAMPIRAN 11 KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/132 / 404.101.2/B/2026
TANGGAL : 25 Februari 2026

PEDOMAN PEMBUATAN KODE INDUK DAERAH

A. Format Umum & Struktur Kode Induk Daerah
Kode Induk Daerah disusun dengan format komponen sebagai berikut:

Jenis Data (DD/DP). Sumber Referensi. Kode Perangkat Daerah. Kode

Bidang Urusan. Nomor Urut
Contoh : DD.1.23.5.01.0001

B. Komponen Kode Induk Daerah

No Komponen Kode Induk Daerah Kode
1 2 3
1. | Jenis Data (DP/DD)
a. Data Pusat bp
b. Data Daerah DD

2. | Sumber Referensi
a. Kode untuk Data Pusat
1) Prioritas Nasional
2) DSSD 2
b. Kode untuk Data Daerah
1) RPUMD
2) IKU/IKD/IKK Perangkat Daerah
3) Portal Data

4) Prioritas Provinsi

a W N -

5) Geospasial




2 3
Kode Perangkat Daerah

a. Dinas Pendidikan & Kebudayaan 01
b. Dinas Kesehatan 02
c. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 03
d. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman 04
e. Satuan Polisi Pamong Praja 05
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 06
g. Dinas Sosial 07
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan| 08

Anak & Keluarga Berencana
i. Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian 09
j-  Dinas lingkungan Hidup 10
k. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 11
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa 12
m. Dinas Perhubungan 13
n. Dinas Komunikasi Informatika Statistik & | 14

Persandian
o. Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah | &
p. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu 16

Pintu
q. Dinas Perpustakaan & Kearsipan 17
r. Dinas Perikanan & Peternakan 18
s. Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga 19
t. Dinas Perdagangan, Perindustrian & Tenaga Kerja 20
u. Sekretariat Daerah 21
v. Sekretariat DPRD 22
w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 23
x. Badan Keuangan 24
y. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM 25




2 3 ]

z. Inspektorat 26
aa. Kecamatan Jogorogo 27
bb. Kecamatan Paron 28
cc. Kecamatan Karangjati 29
dd. Kecamatan Padas 30
ee. Kecamatan Geneng 31
ff. Kecamatan Kwadungan 32
gg. Kecamatan Mantingan 33
hh. Kecamatan Pangkur 34

Kecamatan Bringin 35
jj. Kecamatan Pitu 36
kk. Kecamatan Widodaren 37
1l. Kecamatan Kasreman 38
mm. Kecamatan Ngrambe 39
nn. Kecamatan Gerih 40
oo. Kecamatan Sine 41
pp. Kecamatan Kendal 412
qq. Kecamatan Kedunggalar 43
rr. Kecamatan Karanganyar 44
ss. Kecamatan Ngawi 45
tt. Badan Kesatuan Bangsa & Politik 46

Kode Bidang Urusan
a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1.01
b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1.02
c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & | 1.03
Penataan Ruang
d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan &Kawasan | 1.04
Permukiman

e. Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum 1.05




-4-

2

e

N2 X £ 2 ¢

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Urusan  Pemerintahan Bidang  Administrasi

Kependudukan 8 Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat & Desa
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian

Penduduk & KB
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi &

Informatik
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil

& Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan &
Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1.06
207
2.08

2.09
2.10
2.11
2.12

2.13

2.14

2.15
2.16

2.17

2.18
2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
3.25
3.26
3.27




=B

1]
| b Ume 2 =
-orusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 3.30
¢¢. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 3.31
dd.  Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 3.32
€e.  Sekretariat Daerah 4.01
fl.  Sekretariat DPRD 4.02
g88. Perencanaan 5.01
hh. Keuangan 5.02
ii. Kepegawaian 5.03
ji. Pendidikan & Pelatihan 5.04
kk. Penelitian & Pengembangan 5.05
.  Inspektorat Daerah 6.01
mm. Kecamatan 7.01
8.01

nn. Kesatuan Bangsa & Politik

BUPATI NGAWTI,

ttd.

ONY ANWAR HARS ONO




